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ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 

87/PDT/2021/PT.PTK TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH 

YANG BERSERTIFIKAT GANDA 

 

ABSTRAK 

 

 Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat 

diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Bukti 

kepemilikan Hak Milik atas Tanah tersebut yang kuat dan sah secara administratif 

adalah berupa sertifikat. Sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan 

sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang 

sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha 

untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah 

milik orang lain.  

 Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu 

penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap 

pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Analisis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berfokus pada penalaran dan 

penarikan kesimpulan dari studi kasus putusan dilakukan dengan metode induktif, 

yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang 

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi 

kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim pengadilan tinggi 

pontianak pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 

87/PDT/2021/PT.PTK sudah benar dalam mempertimbangkan sengketa 

kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda yang mana Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi memperbaiki dalam memutus perkara ini dalam putusan perkara banding, 

dalam hal ini mengenai pertimbangan kewenangan absolut dalam amar tentang 

Eksepsi dimana Pengadilan Negeri Pontianak dapat secara ex officio (karena 

jabatan) menyatakan diri Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang. 

Disamping itu dapat pula dilakukan upaya kasasi oleh pihak terbanding jika merasa 

tidak puas atas keputusan Pengadilan Tinggi yang menerima banding tersebut. 

Kata Kunci : Analisis putusan perkara, Sertifikat ganda, Pertimbangan hakim 

pengadilan 
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ANALYSIS OF HIGH COURT RULING NUMBER 87/PDT/2021/PT.PTK 

CONCERNING DOUBLE CERTIFIED LAND OWNERSHIP DISPUTES 

 

ABSTRACT 

 

Land rights are rights to control a piece of land that can be granted to an individual, 

a group of people, or a legal entity. The proof of ownership of land rights that is 

strong and administratively valid is in the form of a certificate. Land certificates 

are often disputed even to court hearings. This arises because land has a very 

important function for people's lives, which makes people try to obtain land in 

various ways even by grabbing land owned by others. 

This normative research is research on legal systematics, namely research whose 

main purpose is to identify the notions or basis in law. The data analysis used in 

this research is a qualitative analysis that focuses on reasoning and drawing 

conclusions from case studies of decisions carried out by the inductive method, 

namely describing things that are specific and then drawing general conclusions in 

accordance with the problems discussed in the study. The data collection technique 

used in this research is to use literature study by using laws and regulations and 

other sources related to the discussion. 

The results of this research indicate that the Pontianak High Court judge's decision 

in the Pontianak High Court Decision Number 87/PDT/2021/PT.PTK was correct 

in considering the double-certified land ownership dispute which the High Court 

Panel of Judges corrected in deciding this case in the appeal case decision , in this 

case regarding the consideration of absolute authority in the ruling regarding 

exceptions where the Pontianak District Court can ex officio (because of its 

position) declare that the Pontianak District Court has no authority. Apart from 

that, cassation can also be attempted by the appellee if they are dissatisfied with 

the decision of the High Court which accepts the appeal. 

Keywords: Analysis of case decisions, multiple certificates, considerations of 

court judges  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pasal 4 ayat 1 UUPA, tanah diartikan sebagai permukaan bumi. Bahwa 

atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak 

atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian, definisi tanah secara yuridis 

adalah permukaan bumi (Farhan, 2021). Tanah atau wilayah merupakan 

unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu 

negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan 

hidup dan kehidupan manusia (Chandra, 2016). 

“Tanah berfungsi untuk memberikan pengayoman agar tanah adalah 

sarana bagi rakyat untuk mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan 

ketentuan yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945”. 

Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang 

dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. 

Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya.  

“Bukti kepemilikan Hak Milik atas Tanah tersebut yang kuat dan sah 

secara administratif adalah berupa sertifikat”. 

Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi 

persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena 

tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, 

yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan 

berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain (Nurjannah, 

2016). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) memberikan amanah bagi pemerintah 

untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

pemegang hak atas tanah.  



2 

 

 

Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terwujudlah 

suatu hukum agraria nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi 

seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. 

Mengingat sifat dan kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai 

peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka Undang-

Undang Pokok Agraria ini hanya memuat asas-asas serta soal-soal pokok 

masalah agraria. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini masih 

memerlukan berbagai Undang-Undang terkait dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Amanah tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961), yang kemudian disempurnakan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) dan peraturan pelaksananya yakni Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) 

(Musmuliadi, 2023). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang di amanatkan 

UndangUndang Pokok Agraria mengandung dua dimensi yaitu kepastian 

obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi 

kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah 

yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, 

sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas 

tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. 

Secara ringkas, salinan dari peta dan buku pendafataran tanah tersebut di 

kenal dengan sebutan Sertifikat Tanah. Sertifikat adalah tanda bukti atas 

tanah yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh Negara 

atas dasar Undang-undang (Putra, 2023). Hak milik atas tanah yang 



3 

 

 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Badan 

Pertanahan. 

Namun, pada kenyataannya kepastian hukum hak atas tanah ini 

kadangkala tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan, sering ditemukan 

sengketa hak atas tanah yang timbul karena adanya sertifikat ganda yaitu 

terhadap objek/tanah yang sama, terdapat lebih dari satu sertifikat dan 

pemegang haknya berbeda. Fenomena sertifikat ganda ini tentu melahirkan 

konflik dan saling klaim hak atas tanah yang tercatat dalam sertifikat. 

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa 

penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib 

dan terarah. Penerbitan sertifikat hak atas tanah masih banyak terdapat 

ketidak pastian hukum untuk melindungi objek dan subyek dari sertifikat 

yang cacat administratif tersebut. Jadi sengketa/konfilik yang terjadi pada 

kalangan masyarakat sangat merugikan pemegang hak atas tanah. Oleh 

karena itu permasalahan tersebut dapat ditindak lanjuti melalui pengadilan 

(Litigasi) dan diluar pengadilan (Non-Litigasi). 

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya. Peradilan umum meliputi: 

a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah 

hukum meliputi wilayah provinsi; dan  

b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan 

daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus 

lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, 

Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.  

 Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan 

terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri 

di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. 

Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang 
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Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf. 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan 

Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai 

keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu 

mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah 

terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.  

Permasalahan pertanahan yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang 

tidak diinginkan baik antara pemilik dengan pemerintah, maupun antara 

pemilik dengan pihak yang menguasai tanah. Kasus inilah yang dibahas 

dalam penelitian ini, Kasus dalam putusan nomor: 87/PDT/2021/PT.PTK 

merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, yang dimana terdapatnya 

penerbitan yang tumpang tindih terhadap sertipikat hak milik atas tanah. 

Sengketa tersebut terjadi atas suatu objek sengketa sebidang tanah di 

Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. 

Menurut Pasal 584 KUHPerdata bahwa tidak seorangpun yang dapat 

menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari hak yang 

dimilikinya dan wewenang menguasai adalah hak untuk mengalihkan dan 

menjaminkan kekayaan sehingga seorang pemilik berwenang menguasai dan 

seorang yang bukan pemilik tentu tidak memiliki hak untuk mengalihkan dan 

menjaminkan tanah objek sengketa, sebagai pelaksana dari asas nemo plus 

iuirus in alium transferre potest quam ipse habet. Pada perkara ini norma 

tersebut ditafsirkan berbeda oleh para pihak sesuai keinginannya masing-

masing, sehingga memicu terjadinya konflik. 

Terkait penerbitan sertipikat yang menyebabkan ketidakpastian hukum 

akan kepemilikan hak atas tanah. Objek Sengketa tersebut diatasnya terdapat 

lima (5) Sertipikat Hak Milik yaitu: 1) Sertipikat Hak Milik No. 

11244/Kelurahan Siantan Hilir, Surat Ukur No. 07808/2019, seluas 550 M2 

tercatat atas nama MAT RUJI (Tergugat I) berasal dari Pemecahan dari 

Sertipikat Hak Milik No. 03266/Kelurahan Siantan Hilir yang diterbitkan 

pada tanggal 06 Maret 2019 telah sah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota 
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Pontianak; 2) Sertipikat Hak Milik No. 11245/Kelurahan Siantan Hilir, Surat 

Ukur No. 07809/2019, seluas 272 M2 tercatat atas nama FAUZEN (Tergugat 

II) berasal dari Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 03266/Kelurahan 

Siantan Hilir yang diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2019 telah sah terdaftar 

di Kantor Pertanahan Kota Pontianak; 3) Sertipikat Hak Milik No. 

11246/Kelurahan Siantan Hilir, Surat Ukur No. 07810/2019, seluas 270 M2 

tercatat atas nama USMAN (Tergugat III) berasal dari Pemecahan dari 

Sertipikat Hak Milik No. 03266/Kelurahan Siantan Hilir yang diterbitkan 

pada tanggal 06 Maret 2019 telah sah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota 

Pontianak; 4) Sertipikat Hak Milik No. 03267/Kelurahan Siantan Hilir, Surat 

Ukur No. 02769/2006, seluas 372 M2 tercatat atas nama SURATMAN 

(Tergugat IV) berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 

72/LMPDP/IX/2006 No.Urut:157 tanggal 10 November 2006 yang 

diterbitkan pada tanggal 13 November 2006 telah sah terdaftar di Kantor 

Pertanahan Kota Pontianak; 5) Sertipikat Hak Milik No. 03268/Kelurahan 

Siantan Hilir, Surat Ukur No. 02770/2006, seluas 380 M2 tercatat atas nama 

MUDA’I (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII ) berasal dari Pemberian 

Hak Atas Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Pontianak Nomor 72/LMPDP/IX/2006 No.Urut:158 tanggal 

10 November 2006 yang diterbitkan pada tanggal 13 November 2006 telah 

sah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.  

Tanggung jawab akan kelengkapan berkas hak ada pada pihak-pihak 

yang bersengketa, maka perlu adanya pembuktian untuk mengetahui pihak 

mana yang berhak atas tanah tersebut. Pembuktian merupakan bagian dari 

persidangan, untuk mencari dan mewujudkan kebenaran.  

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut 

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu  

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya  ringan. 
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Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat 

rahasia. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta 

Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman. Dapat dilihat fungsi yang berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman (Mawey, 2016).  

Pada putusan hakim terkadang juga terdapat kesalahan dalam 

memeriksa dan mengadili suatu perkara, akibat dari hal itu berdampak pada 

penggugat maupun tergugat yang merasa tidak mendapatkan keadilan yang 

sepantasnya. Kesalahan pada hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu 

perkara pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 

20/Pdt.G/2021/PN.Ptk yang membuat pihak penggugat merasa tidak terima 

dan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak yang pada kasusnya 

majelis hakim telah merubah hari sidang yang telah ditetapkan oleh para 

pihak serta hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara yang seharusnya 

majelis hakim terlebih dahulu pertimbangkan seperti eksepsi para tergugat 

yang dimana para tergugat tidak mempersoalkan mengenai kompetensi 

absolut. Jika majelis hakim mencermati substansi gugatan penggugat dalam 

perkara ini maka dapat ditemukan adanya tumpang tindih atau overlapping 

bukti hak Sertifikat Hak Milik tersebut.  

Demikian pada putusan pengadilan negeri pontianak tersebut majelis 

hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu putusan 

pengadilan negeri pontianak tersebut diperbaiki pada tingkat banding 

dipengadilan tinggi pontianak yang terdapat dalam Putusan Nomor 

87/Pdt/2021/Pt.Ptk. 

Berdasarkan uraian di atas alasan penulis tertarik untuk membahas dan 

menganalisis permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Putusan 

Pengadilan Tinggi Nomor 87/Pdt/2021/Pt.Ptk Tentang Sengketa 

Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan gambaran latar belakang pada pendahuluan diatas maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan pengadilan tinggi nomor 

87/Pdt/2021/Pt.Ptk? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam 

penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan pengadilan 

tinggi nomor 87/Pdt/2021/Pt.Ptk.  

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman serta 

daya pikir untuk bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya 

mengenai analisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa 

kepemilikan tanah sertifikat ganda. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat 

Hukum Perdata dalam menganalisis suatu sengketa kepemilikan 

tanah yang bersertifikat ganda. Selain itu juga dapat meberikan 

deskripsi jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti serta 

memberikan kritik saran positif bagi pihak-pihak terkait dengan 

masalah serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab 

sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan 

antara lain: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada putusan 

Nomor 87/PDT/2021/PT.PTK memutus suatu perkara berdasarkan 

ketentuan yang berlaku yang mana tugas Pengadilan negeri adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di 

tingkat pertama. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan 

Prinsip kepastian hukum untuk menegakkan hukum dalam menuju 

keadilan. Hakim Pengadilan Tinggi menerima upaya banding ini dengan 

tujuan memberi peluang keadilan bagi mereka yang merasa dirugikan.  

2. Pada putusan sebelumnya itu tidak memberikan suatu kepastian keadilan 

bagi pihak penggugat, putusan Pengadilan Negeri yang dianggap keliru 

dalam menilai fakta dalam suatu pertimbangan. Dengan adanya upaya 

banding yang diajukan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak ini 

dapat memberikan harapan baru bagi penggugat. Pada putusan ini 

perkara terjadi karena adanya bentuk kelalaian oleh badan pertanahan 

kota pontianak. Dalam putusan Pengadilan Tinggi ini juga merupakan 

suatu peringatan bagi Pengadilan Negeri untuk lebih efektif dalam 

mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara. 

5.2 Saran 

1. Mendorong agar hakim meningkatkan ketelitian dalam 

mempertimbangkan suatu putusan guna mengurangi kesalahan-

kesalahan dalam memutuskan suatu perkara yang dapat mengakibatkan 

kerugian pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Memperkuat peran badan pertanahan kota pontianak agar tidak terjadi 

lagi tindakan-tindakan yang berupa kelalaian ataupun penyimpangan 

prosedur yang dapat mengakibatkan adanya penerbitan sertifikat hak 
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milik dengan beberapa kepemilikan yang berbeda. 
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